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An. Menteri Agama RI,
Kepala

Sumatera

Zabidi, MM., M.Pd.I
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KEPti ft-lSr\i..- Mtii\.IT'ERI AGAMA REPUBLIK iNDONESIA
NtlVlOR 62( TAHLJN 20 I 7

TENTANG
PE]\,II]ERIAN IZIN PENDIRIANiOPERASIONAL

RAUDHATUL, A"THFTAL AL - I\4UST'HOFA OCAN KOMERING ULU TIMUR

DE,NCAN RAHMA]'TUHAN YANG MA}IA ESA

MFIN]TiRI r\CiAMA REPUBLIK INDONESIA

fVlenimbang

ltilengingat

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat
melalui org;anisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan
madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagairnana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin
penclirian/ operasional madrasah;

d" bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Mlenteri Lgama tentang Pemberian lzin Pendirian Raudhatul
Athfal Al - $Jlusthofa Ogan Komering Ulu Timur.

1. Undang-UncJang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang lndonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diuhah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2A15 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahuin 2008 Nomor 91, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran lJegara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5157);
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5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasionar Nomor 24 Tahun zoaT
standar sarana dan Prasarana untuk sekolah Dasar /tvladrasah
lbtidaiyah, sekolah Menengah Pertama/t\rladrasah rsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Macirasah Aliyah;

6. Peraturan firlenteri Pendidikan Nasional irlomor 1s rahun 2010
tentang standar Pelayanan Minimal pendidikan di Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Menteri pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan fvlenteri Pendidikan Nasionar Nomor 15 Tahun 2010
tentang standar Pelayanan Minimal pendidikan di Kabupaten/
Kota;

7. Peraturan IMentei Aggma Ncmor g0 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republi[
lndonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

L Keputusan Direktur Jenderal pendidikan lslam Nomor l3gsrahun
?414 tentang Petunjuk reknis pendirian Madrasah yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal pendidikan lslam Nomor sggs rahun
2015 tentang Petunjuk reknis perpanjangan lzin pendirian
Madrasah, Penerbitan surat Keputr"rsan pengganti lzin pendirian
Madrasah Karena Hilang, dan penerbitan surat Keterangan
Kerusakan Dokumen lzin Pendirian Madrasah;

IVIEIVIUTUSKAN:

KEPUTUSAN IVIENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN
PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL -
MUSTHOFA OGAN KONJ,IERING ULU TIMUR
IVlemberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana iercantum daram Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan k6tenluan peiaturan
perundang-undangan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan

Ditetapkan di Palenrbang
pada tanggal 28 Apfrl 2017

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLtK tNDONES|A
KEPALA KANTOR WI.AYAH
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN IVlENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NoMoR f,?,r rnuuu zorz
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL
ATHFAL AL - MUSTHOFA OGAN KOMERING ULU TIML'R

IDENTITAS RAUDI-IATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1 Nama Madrasah Al - Musthofa

2 Nomor Statistik l\rladrasah 1 01216080071

3 Alamat lVladrasah Jalan : Jln. Raya Desa Nusa

Desa/Kelurahan : Nusa Tunggal

Kecamatan : Belitang ll

Kabupaten/ Kota : Ogan Komering Ulu Timur

Provinsi : Sumatera Selatan

4 Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Al-Musthofa Nusa Tunggal

5
Akte Notaris
Penyelenggara

Organisasi Kumiawan Darma Putra, SH. MKn No. 3G Tanggal 2
Februari2015

6 Pengesahan Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

SK lvlenkumham Nomor
00021 69.AH.01 .O4.Tahun 201 6

AHU-

Ditetapkandi palembang
Pada Tanggal ZS aprit ZbtZ
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